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Dengan hormat kami sampaikan hasil  evaluasi  AKIP tahun 2025 pada Pemerintah Kota
Lubuklinggau, dengan uraian sebagai berikut:

Pendahuluan1.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja  lnstansi  Pemerintah  dan  Peraturan   Presiden  Nomor  29  Tahun  2014  tentang  Sistem
Akuntabilitas  Kinerja  lnstansi  Pemerintah  (SAKIP),  kami  telah  melakukan  evaluasi  akuntabilitas
kinerja pada Pemerintah Kota Lubuklinggau. Pelaksanaan evaluasi tahun 2025 berpedoman pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021
tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja  Instansi  Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian
kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government). Secara
khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b)
menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran
perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi  hasil  evaluasi
periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas
perencanaan  kinerja,  pengukuran  kinerja  berjenjang,  pelaporan  kinerja,  evaluasi  akuntabilitas
kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level
instansi pemerintah maupun unit kerja di bawahnya.

Pelaksanaan evaluasi  AKIP menggunakan kombinasi  metodologi  kualitatif  dan kuantitatif
dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi
serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan
petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk
meningkatkan akuntabilitas kinerja.
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Hasil Evaluasi2.

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Lubuklinggau menunjukkan bahwa
nilai  sebesar  74,77  dengan  predikat  “BB”.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  implementasi
akuntabilitas  kinerja  “Sangat  Baik”,  yaitu  mulai  terwujudnya  efisiensi  penggunaan
anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan
berbasis  teknologi  informasi,  dan telah diimplementasikan pada sebagian besar unit
kerja.

Secara lengkap rincian hasil  evaluasi  AKIP Pemerintah Kota Lubuklinggau dapat diakses
melalui portal https://portalrb.menpan.go.id/ dengan menggunakan akun Instansi masing-masing.

Demikian  disampaikan  laporan  hasil  evaluasi  AKIP  sebagai  gambaran  perkembangan
penerapan  manajemen  kinerja.  Kami  menghargai  upaya  implementasi  SAKIP  di  lingkungan
Pemerintah Kota Lubuklinggau. Kami juga mengharapkan agar Saudara dan seluruh jajaran dapat
terus  memberikan  perhatian  yang  lebih  besar  pada  upaya  implementasi  SAKIP  di  lingkungan
Pemerintah Kota Lubuklinggau dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh :

AGUS UJI HANTARA
Plh. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan
NIP. 196708051992031001

Tembusan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (sebagai laporan);1.
Menteri Dalam Negeri;2.
Gubernur Sumatera Selatan;3.
Wali Kota Lubuklinggau.4.
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